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DPRD Jatim Sampaikan 6 Poin Penting Kepada Ekselcutif

»- Merespons Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jawa Tlmur Tahun Anggaran 2020

SURABAYA, SURYA - lia-
dan Anggaran (Banggar)
DPRD Jawa Timur menyam-
., baikan  pendapat terha
dap Rancangan Peraturan
Daerah  (Raperda) tentang
Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD Jatim Tahun
Anggaran 2020. Setidaknya
ada enam poin penting yang
disampaikan dalam rapat
paripurna yang berlangsung,
Kamis (17/6/2021).

Hal tersebut menjadi
tindaklanjut atas nota pen-
jelasan keuangan Raperda
tentang Pertanggungjawab-
an Pelaksanaan APBD Jatim
Tabun Anggaran 2020 yang
disampaikan oleh Gubernur
Khofifah Indar Parawansa,

Juru bicara Banggar DPRD
Jatim Riyadh Rosyadi me-
ngatakan, pihaknya bersa-
ma Tim Anggaran Pemerin-
iah Provinsi (Pemprov) Jatim
telah melakukan telaah dan
mencermali Raperda tentang
Pertanggungjawaban Pelak-
sanaan APBD Jatim Tahun
Anggaran 2020, berdasar-
kan audit Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK) RI.

“Badan Anggaran ber-
pendapat bahwa Raperda
Tentang Pertanggungja-

waban Pelaksanaan APBD
Provinsi Jawa Timur Tahun
Anggaran 2020 layak untuk
dibahas lebih lanjut oleh
komisi-komisi , dan fraksi-
fraksi, sesual mekanisme
dan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku, karena telah meme-
nuhi perangkat yuridis yang
diarnanahkan oleh peraturan
perundang-undangan,” ucap
Riyadh Rosyadi.

Meski demikian, ada enam
poin catatan dari Banggar
DPRD Jatim yang perlu di-
perhatikan, Dalam rapat pa-
ripurna yang dipimpin olch
Wakil Ketua DPRD Jatim
Anik Maslachah itu, Riyadh
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| Terkait BPOPP (Biaya

| Penunjang Operasional
Penyelenggaraan
Pendidikan) Negeri
maupun Swasta yang
dirasa kurang dalam
penganggarannya pada
anggaran murni Tahun
2020 kemarin,Badan
Anggaran meminta
kepada eksekutif untuk
i menata ulang anggaran |
| BPOPP pada kesem- |
patan Perubahan APBD
Tahun 2021 nanti.”

Riyadh Rosyadi

| Juru Bicara Banggar

DPRD Jatim
merinci  Keenam  catatan
penting itu.
Pertama, terkait capaian

belanja yang disinyalir ada
penghematan, Banggar me-
minta kepada Tim Anggaran
Pemprov Jatim agar berkoor-
dinasi dengan Organisasi Pe-
rangkat Daerah (OPD) untuk
mencermati betul belanja-be-
lanja yang sifatnya urgen dan
harus dilaksanakan. Sehingga
apabila terjadi kebijakan refo-
cusing, lidak mengorbankan
program dan kegiatan yang
menjadi keharusan.

“Untuk itu, Badan Anggaran
memintakepadaKomisi-Komisi
dapat membahas dengan OPD
mitra kerjanya masing-masing,
mengapa penghematan itu bisa
terjadi di saat-saat masyarakat
lagi membutuhkan,” kata po-
litlsl Partai Keadilan Sejahtera
(PKS]) tersebult. :

Kedua, terhadap angka
Silpa (Sisa Lebih Pembiaya-
an Anggaran) Tahun 2020,
Banggar meminta agar Tim
Anggaran Pemprov Jalim
dapat memilah antara ke-
wajiban dan prioritas yang

Subbagian Hubungan Masyarakat
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur

harus dipenuhi. Termasuk
kewajiban-kewajiban  yang
menjadi  tanggungan pada

APBD Tahun 2020. Tujuan-
nya, agar dalam pembahasan
dan penyusunan Perubahan
APBD Tahun 2021 nanti da-
pat dipertimbangkan.
“Ketiga, terkait dengan
BPOPP (Bilaya Penunjang
Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan) Negerl maupun
Swasta yang dirasa kurang
dalam penganggarannya
pada anggaran murmi tahun
2020 kemarin, maka Badan
Anggaran meminta kepada
eksekutif untuk menata ulang
anggaran BPOPP pada kesem-
patan Perubahan APBD Ta-
hun 2021 nariti,” lanjutnya.

Diminta Membuat Terobosan

Kemudian, catatan yang ke-
empat, yaitu terkait penurunan
dana transfer dari Pemerintah

PARIPURNA -

Tahun
(17/6/2021).

Pusat, Badan Anggaran me-
nyadari bahwa dalam kondisi
pandemi Covid- 19 seperti saat
ini juga berdampak pada kon-
disi APBN.

Namun, pada saat kondisi
normal, hendaknya Pemprov
Jatim membual berbagai te-
robosan melalui OPD terkail,
untuk menyampaikan prog-
ram-program yang populis
kepada Pemerintah Pusat,

“Kelima, refocusing pada
tahun 2020 sekitar Rp 2,3 tri-
liun, karena ini juga merupa-
kan bagian dari Pertanggung-
jawaban Pelaksanaan APBD

Tahun 2020, maka diminla,
cksekutif bisa menjelaskan
Penggunaannyas kepada
DPRD,” sambung Riyadh.
Sedangkan poin yang
terakhir (Keenany, Banggar

memberikan apresiasi kepada
Pemprov Jatim aras kinerja
keuangan yang (clah melam

SURYA/SUGIHARTO

Rapat Parlpurna yang dipimpin
Waki| Ketua DPRD Jatim Anik Maslachah, Kamis
(17/6/2021), Badan Anggaran (Banggar) DPRD
Jatim menyampaikan enam poin penting terhadap
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang
Pertanggungjawaban
Anggaran 2020, Foto bawah: Suasana
Rapal “Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis

Pelaksanaan APBD Jatim

paui target pendapatan.

Gubernur Khofifah Indar
Parawansa sebelumnya
memang  mengungkapkan
terkail capaian pendapatan
daerah pada tahun 2020 ter-
catat Rp 31,631 triliun atau
104.9 persen dari target Rp
30,142 triliun,

“Sekali lagi, - kami me-
nyampaikan apresiasi kepa-
da Pemerintah Provinsi Jawa
Timur atas kinerja keuangan
yang telah melampaui target
pendapatan,” pungkas Ri-
yadh Rosyadi.

Sementara itu, Wakil Gu-
bernur Jatim Emll Elestianto
Dardak saat ditemui seusai
rapat paripurna menyampai-
kan, terkait refocusing yang
dilakukan pada tahun lalu
{2020), merupakan amanah
dari pemerintah pusat.

Dan dalam proses refocu-
sing tersebut, Emil menye-

T XRESPONS DPRD JATIM

'I'.l'l'lallall Pertanggungjiawaban
Pelaksanaan APBD Jatim
~ Tahun Anggaran 2020

Partas terkait capaian belanja yang disinyalir ada
penghematan, Badan Anggaran (Banggar) meminta Tim ot
Anggaran Pemprov Jatim agar berkoordinasi S
dengan OPD untuk mencermati
belanja-belanja yang sifatnya
urgen-dan harus
dilaksanakan. Sehingga bila
terjadi kebijakan refocusing,
tidak mengorbankan program yang menjadi keharusan

‘ 1 terhadap angka Sjlpa Tahun 2020, Banggar
rnemm’ta Tim Anggaran Pemprov Jatim dapal memilah antara
kewajiban dan pr-milds yang harus dipenuhi. Termasuk
kewajiban-kewajiban yang menjadi tanggungan pada APBD

2020. Agar, dalam pembahasan dan penyusunan Perubahan
APBD Tahun 2021 nanti dapat dipertimbangkan.

LI terkait BPOPP Negeri maupun
swasta yang dirasa kurang dalam
penganggarannya pada anggaran murni
tahun 28%0 Banggar memintacksekutif
menata ulang anggaran BPOPP pada
Perubahan APBD Tahun 2021 nanti

Al
dari Pemerintah Pusat, Banggar menyadari
bahwa dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti

LTI terkait penurunan dana transfer 7 /
ini juga berdampak pada kondisi APBN.

Namun pada saat kondisi normal, hendaknya
Pemprov Jatim membuat berbagai terobosan
melalui OPD terkait, untuk menyampaikan program-program
yang populis kepada Pemerintah Pusat.

Kel W refocusing pada 2020 sekitar Rp 2,3 triliun,

arena ini juga bagian dari Penanggung*awaban Pelaksa-
naan APBD Tahun 2020, maka eksekutif diminta bisa
menjelaskan penggunaannya kepada DPRD.
ALY Banggar memberi-
kdl"l apresiasi kepada Pemprov
Jatim atas kinerja keuangan
yang telah melampaui target
pendapatan.

Sumber: Pendapat Badan Anggaran DEKD
Nt Termagap Raperda entang Pera
Swvaon Palakaanann APED Jawa Timur Tanon
‘Anggarsn 2020 yang disampaikan jues bicara
Banggar, Riyndh Rosyadi, dalam Sidang
Paripurna DPRO Jatim, Kamis (17/6/7021)

but pihaknya terus mengin-
formasikan kepada legislatif
agar memastikan terlaksana
dengan baik dan menjawab
apa yang menjadi kebutuh-=
an mendesak.
“Alhamdulillah.

LHP (Laporan Hasil Keuang
an) BPK yang menyatakan
wajar tanpa pengecuallan,
kita tentunya memastikan
tata kelola tersebut telah
terlaksana  dengan  baik,”
kata Emil. (yas)

dengan




